
Kasus meninggalnya balita bernama Raya di Desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat akibat
penyakit cacingan akut patut menjadi perhatian serius bersama. Raya merupakan anak dari
keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan. Sang ibu diduga merupakan orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) sementara sang ayah merupakan penderita tuberkolosis (TBC). Saat
menjalani perawatan di rumah sakit, tim dokter menemukan terdapat banyak cacing gelang
(ascaris lumbricoides) dalam tubuh Raya, bahkan total mencapai satu kilogram cacing yang
dikeluarkan. Adapun Raya menghembuskan nafas terakhir setelah tidak mendapatkan layanan
kesehatan dan bantuan sosial lantaran tidak memiliki nomor kependudukan. Ketidaklengkapan
administrasi tersebut membuat keluarga pada akhirnya tidak dapat mengakses berbagai
program pelindungan sosial pemerintah. 

Kasus tersebut menunjukkan adanya kekosongan kebijakan ketika anak berada dalam keluarga
rentan. Keluarga rentan merupakan keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik
dan/atau nonfisiknya. Kondisi rentan yang dihadapi oleh keluarga dapat merugikan
kesejahteraan anak usia dini, mengingat anak usia dini merupakan kelompok yang lemah
karena masih bergantung kepada orang dewasa dalam keberlangsungan hidup mereka. Anak
belum mampu melindungi dirinya secara utuh dan dalam perkembangannya mereka belum
dapat bertanggung jawab atas kesejahteraannya. 

Dalam kasus Raya, kekosongan kebijakan yang dimaksud yakni tidak adanya payung hukum
untuk melakukan intervensi ketika anak berada dalam keluarga rentan (dalam hal ini berada
dalam pengasuhan keluarga dengan orang tua ODGJ atau memiliki keterbatasan), sehingga
anak tidak diasuh dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pelindungan dan
pengasuhan anak, antara lain melalui beberapa langkah. Pertama, perbaikan layanan kesehatan
dan lingkungan melalui edukasi kesehatan secara masif, pemberian obat cacing massal secara
konsisten, hingga perbaikan sanitasi lingkungan. Kedua, konsolidasi data melalui pemutakhiran
data. Ketiga, dukungan regulasi dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang
tentang Pengasuhan Anak (RUU Pengasuhan Anak). 

RUU Pengasuhan Anak dibutuhkan sebagai payung hukum karena hingga saat ini Indonesia
belum memiliki aturan pengasuhan anak yang berada dalam keluarga rentan, baik itu sakit
kronis, ODGJ, ataupun kondisi rentan lainnya, agar tidak terjebak dalam pengabaian. Kasus Raya
membutuhkan kehadiran negara agar faktor administratif seperti tidak adanya nomor
kependudukan tidak menjadi penghalang setiap anak untuk mengakses hak-hak mereka, serta
negara harus memiliki sistem yang dapat memaksa rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)
untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang dialami keluarga rentan.20
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Kasus yang menimpa Raya perlu menjadi alarm nasional agar kejadian serupa
tidak berulang. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI memiliki peran
strategis dalam mengawal kasus ini dengan mendorong Kementerian Sosial
(Kemensos) untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan sosial.
Evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki koordinasi lintas perangkat daerah,
termasuk memastikan sistem pelayanan sosial di tingkat desa berjalan optimal.
Tidak hanya itu, Kemensos juga perlu lebih mengoptimalkan peran Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) sebagai
mitra kerja di lapangan. Melalui fungsi legislasi, perlu didorong pengesahan
RUU Pengasuhan Anak. RUU Pengasuhan Anak dibutuhkan sebagai payung
hukum untuk mengintervensi di dalam keluarga, tidak hanya ketika terjadi
kekerasan namun juga pengasuhan anak dalam keluarga rentan.  
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